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PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2022/PNSIt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanNegeriSalatiga yang memeriksa dan
memutusperkaraperdatapermohonan pada
peradilantingkatpertamatelahmemberikanpenetapansebagaiberikutterhadapper
mohonan yang diajukan olehPemohon:

ALOYSIUS TRI WAHYUDI,tempat/tanggallahir, Salatigal Oktober 1982,
jeniskelaminLaki-Laki, alamatKrajan lor Rt. 10/
Rw. 05, Sidorejo, Salatiga, agama Katholik,
pekerjaanKaryawanSwasta,selanjutnyadisebuts

ebagai.........c.coooiiii, Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksabuktisurat yang diajukanPemohon;

Setelah mendengar keterangansaksi-saksi;

Menimbang, bahwaPemohondengan surat permohonannyatanggal24
Januari2022 yang diterima dan didaftarkan di
KepaniteraanPengadilanNegeriSalatiga, padatanggal26  Januari2022dalam
Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Slt,telahmenguraikan alasan-
alasansebagaiberikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 Pemohonmelangsungkanpernikahan
yang pertamadenganperempuan Yyang bernamaSusilowatimenurut
agama Islam di hadapanPegawaiPencatat Nikah di Kantor Urusan
Agama KecamatanSidorejo, Kota Salatiga.

2. BahwaawalsebelummenikahdenganSusilowatiidentitaskependudukanPe
mohonmenggunakannama Aloysius Tri Wahyudibaik di Kartu Tanda
Penduduk, KartuKeluarga, dan Aktakelahiran.

3. BahwaawalsebelummenikahdenganSusilowatiPemohonberagamaKatolik
dan Susilowatiberagama Islam.

4. BahwauntukmelangsungkanpernikahandenganSusilowatisecara agama

Islam,Pegawai Kantor Urusan Agama
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SidorejoSalatigamenyarankanuntuknama Aloysius ( pada nama Aloysius
Tri Wahyudi ) dihilangkansehinggamenjadi Tri Wahyudi, Johannes Rasul
( pada nama Johannes Rasul Muntalib)
dihilangkansehinggamenjadiMuntalib dan Maria ( pada nama Maria
Mugiarti ) dihilangkansehinggamenjadiMugiartisertamerubah agama
menjadi Islam.

5. Bahwamengikutipetunjuk dan saran dariPegawai Kantor Urusan Agama
Sidorejo Kota Salatiga,
akhirnyaPemohonmembuatidentitaskependudukanbarubaikKartu Tanda
Penduduk, KartuKeluarga, dan  AktaKelahiranPemohon  agar
dapatmelangsungkanpernikahandenganSusilowatisecara agama Islam
denganmenghilangkannama Aloysius ( pada nama Aloysius Tri Wahyudi
) sehinggamenjadi Tri Wahyudi, Johannes Rasul ( pada nama Johannes
Rasul Muntalib ) sehinggamenjadiMuntalib dan Maria ( pada nama Maria
Mugiarti ) sehinggamenjadiMugiartisertamerubah agama menjadi Islam.

6. Bahwasetelahmenikah dan
berumahtanggadenganSusilowatiselamakuranglebihsatutahunPemohond
enganSusilowatidikaruniaisatu orang anaklaki-laki yang
kemudiandiberinamaGilangYudisia Putra dan telah di daftarkan pada
Disdukcapil Kota SalatigasesuaiKutipanAktaKelahiran No.1581/ TP /
2010.

7. BahwauntukmenguruspembuatanAktakelahirananakPemohon,
PemohonmenggunakandokumenkependudukandengannamaPemohon
Tri Wahyudi

8. Bahwasetelahkelahirananak( GilangYudisia Putra ), Pemohon dan
Susilowatisepakatuntukbersama — samaberibadah di Greja.

9. Bahwauntuktertibadministrasi dan
kelengkapandokumenkependudukanPemohonsegeramengurusKartu
Tanda Penduduk dan KartuKeluarga yang barudenganperubahan data
status  belumkawinmenjadikawin, agama Islam  menjadiKatolik
,KemudiannamaPemohonkembali pada namasemulayaitu Aloysius Tri
Wahyudi.

10. BahwaselamakuranglebihenamtahunPemohonhidupberumahtanggadeng
anSusilowati, PemohondenganSusilowatimengalamiketidakharmonisan
dan
ketidakcocokansehinggaakhirnyaPemohonberceraidenganSusilowatiseda

ngkananaksampaisaatinidalamasuhanPemohon.
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11.BahwaselangwaktusatutahunperceraiandenganSusilowati,Pemohonmeni
kahlagi denga perempuan yang bernama Neni Sumarni.

12. PernikahanPemohondengan Neni Sumarnidilangsungkan di GrejaKatolik
St. Paulus Miki Salatiga pada tanggal 8 Januari 2017 dan
telahdidaftarkan pada Disdukcapil Kota
SalatigasesuaiKutipanAktaPerkawinan No.3373-KW-18012017-0003.

13. Bahwauntukmenikahdengan Neni Sumarni di GrejaKatolik,
Pemohonmemakaiaktakelahiran yang awalatau yang
pertamasebelumadaperubahan. (namaPemohonmasih  Aloysius  Tri
Wahyudi ,nama Ayah masih Johannes Rasul Muntalib dan nama lbu
masih Maria Mugiarti).

14. BahwadalamperjalanwaktuanakPemohondenganSusilowatiakanmendafta
rsekolah

15. Bahwauntukmendaftarsekolahdibutuhkansyarat -
syaratdokumensepertiAktaKelahirananak dan KartuKeluarga.

16.Bahwadalam proses pendaftaransekolahanakPemohon,
adaperbedaannamaPemohon pada dokumenAktaKelahirananak dan
namaPemohon pada KartuKeluarga.

17.Bahwauntukmengantisipasitimbulnyapermasalahan pada
saatpembuatandokumensekolahanak dan dokumen — dokumen lain
kedepanya ,PemohoninginmenyamakannamaPemohon pada
aktakelahirananakdengannamaPemohon pada
kartukeluargayaitudenganmenggunakannama Aloysius Tri Wahyudi.

18. BahwauntukmelakukanperubahanatuperbaikannamaPemohon pada
AktaKelahirananakdibutuhkanpenetapandariPengadilan Negeri Salatiga.

Berdasarkanalasan — alasanterebut di atasPemohonmemohonkepadaMajelis
Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan
memutusperkarapermohonaninikiranyaberkenanmemberikanpenetapansebagai
berikut :

1. MengabulkanpermohonanPemohon

2. MemberikanijinkepadaPemohonuntukmelakukanperbaikannamaPemoho
n pada AktaKelahirananak No. 1581/ TP / 2010 darinama Tri
Wahyudidiperbaikimenjadi Aloysius Tri Wahyudi
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3. Membatalkan demi hukumKutipanAktaKelahiranPemohon No.237/ TP /
2009 tanggal 16 Februari 2009, atasnama Tri Wahyudi agar
dilakukanperbaikanseperlunyauntukitu.

4. MemerintahkankepadaPemohonuntukmelaporkanmengenaipenggantiana
tauperbaikannamaPemohon pada AktaKelahirananak No.1581 / TP /
2010 kepadaPegawai Kantor DinasKependudukan dan CatatanSipil Kota
Salatigauntuksekedarperlumembuatcatatanpinggir dan
melakukanperbaikankesalahandalampencatatan data sesuaidengan data
yang sebenarnya.

5. Menetapkanbahwasemuabiaya yang
timbuldalampermohonaniniditanggung oleh Pemohon.

Menimbang,bahwa padaharipersidangan yang telahditentukan,

pemohontersebutdatangmenghadapsendirikepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon
dibacakan dimuka
persidanganlalupemohonmenyatakanadaperubahanatassuratpermohonannyaya

itu pada petitumnomor 3 sahdicoret;

Menimbang, bahwauntuk
menguatkandalilpermohonannyadipersidanganpemohontelahmengajukanbukti-

buktisuratsebagaiberikut:

1. FotokopiKartu Tanda Penduduk NIK 3373010110820004,
atasnamaALOYSIUS TRI WAHYUDI, selanjutnyadiberitanda..... bukti P-1;

2. FotokopiKartuKeluarga No. 3373010605090007, tertanggal 16 Oktober
2017 atasnamakepalakelaurga ALOYSIUS TRI WAHYUDI,
selanjutnyadiberitanda................cococo buktiP-2;

3. FotokopiKutipanAktaPerkawinanNo. 3373-KW-18012017-0003 ,
tertanggal 18 Januari 2017 atasnama ALOYSIUS TRI WAHYUDI dan
NENI SUMARNI, selanjutnyadiberitanda ........................... bukti P-3;

4. FotokopiKutipanAktaKelahiran No. 1581/TP/2010 tertanggal 10 Juni 2010
atasnama GILANG YUDISIA PUTRA,selanjutnyadiberitanda
............... bukti P-4;
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5. FotokopiKutipanAktaKelahiran No. 474.1/5029/Disp/1988, tertanggal 15
Desember 1988, atasnama ALOYSIUS TRI
WAHYUDI,selanjutnyadiberitanda....................cocoieinnn. bukti P-5;

6. Fotokopi AktaCerai No. 0235/AC/2016/PA/Msy. Sal. atasnama TRI
WAHYUDI bin Y. MUTALIB dan SUSILOWATI binti M. DJAMAL,
selanjutnyadiberitanda................co bukti P-6;

Menimbang, bahwaterhadapfotokopibuktisurat P-1 sampai dengan P-
6tersebutdiatassemuanyatelahdicocokansesuaidenganaslinyakecualiterhadapbu
ktisurat P-6 yang telahdicocokkandenganfotokopinyadantelahdiberimeterai yang
cukupataudi-nazegelen, sehinggaformilbuktisurattersebutdapatditerima  dan
dijadikansebagaialatbukti yang sahdalamperkara a quo dan mengenai ada atau
tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut

dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwaselainbuktisurattersebut, untuk menguatkan dalil
permohonannyapemohonjuga mengajukansaksidipersidangan yang pada

pokoknyamenerangkansebagaiberikut:

1. SaksiJONI KRISMANTO, dibawahsumpahpada pokoknyamenerangkan sebagai
berikut :

- BahwasaksikenaldenganPemohon,
karenasaksiadalahtemankerjaPemohon;

- BahwaPemohonmenikah yang pertamadenganSdr. SUSILOWATIsecara
agama Islam,namunsaatinitelahbercerai, dan
PemohontelahmenikahlagidenganSdr. NENI SUMARNI;

- BahwanamaPemohonadalah ALOYSIUS TRI WAHYUDI, namun pada
saatmenikahdenganSdr. SUSILOWATI  secara agama Islam,
namaALOYSIUS dihilangkan dan sekarangPemohonmenikahdenganSdr.
NENI SUMARNI secara agama Katholikdan kemudiannama
ALOY SlUSdigunakankembalikarenamerupakannamaBabitis;

- BahwadaripernikahanPemohon dan Sdr. SUSILOWATImemiliki 1 (satu)
orang anak yang bernama GILANG YUDISIA PUTRA,;

- Bahwasaksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini
sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh
Pemohon mengenai penulisan

namaBaptisPemohonsebagaiayahdalamkutipan
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aktakelahirananakPemohonatasnamaGILANG YUDISIA PUTRA, yang
mana semula namapemohonsebagaiayahtertulis TRI
WAHYUDIseharusnyatertulis ALOYSIUS TRI
WAHYUDIsebagaimanaidentitasPemohon yang tertera pada Kartu Tanda
Penduduk, KartuKeluarga, KutipanAktaKelahiran, dan
KutipanAktaPerkawinan;

- Bahwapihakkeluargatidakada yang
berkeberatanpemohonmerubahnamanyadidalamKutipanAktaKelahir
ananakPemohontersebut;

- BahwasaatiniPemohonmaupunanakPemohonberdomisili di Kota
SalatigasesuaialamatKartuTanda Penduduk dan KartuKeluarga;

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan izinataupenetapanpengadilan
sebelum merubahidentitasnamaPemohonselakuayahpada
dokumenKutipanAktaKelahiranatasnamaanakPemohontersebutagar

dapatdigunakanuntukkepentingansekolahanakPemohonkedepannya;

Menimbang,bahwaterhadapketerangansaksitersebutpemohonmenyataka

nsemuaketerangansaksitersebutbenar;

2. SaksiSLAMET TRIYONO, dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkan
sebagai berikut:

- BahwasaksikenaldenganPemohon,
karenasaksiadalahkeponakandariPemohon;

- BahwaPemohonmenikah yang pertamadenganSdr. SUSILOWATI secara
agama Islam, namunsaatinitelahbercerai, dan
PemohontelahmenikahlagidenganSdr. NENI SUMARNI;

- BahwanamaPemohonadalah ALOYSIUS TRI WAHYUDI, namun pada
saatmenikahdenganSdr.  SUSILOWATI  secara agama lIslam,

namaALOYSIUS dihilangkan dan
sekarangPemohonmenikahdenganSdr. NENI SUMARNI secara agama
Katholik dan kemudiannama ALOYSIUS

digunakankembalikarenamerupakannamaBabitis;

- BahwadaripernikahanPemohon dan Sdr. SUSILOWATI memiliki 1 (satu)
orang anak yang bernama GILANG YUDISIA PUTRA,;

- Bahwasaksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini
sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh

Pemohon mengenai penulisan namaBaptisPemohonsebagai ayah
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dalamkutipan aktakelahirananak PemohonatasnamaGILANG YUDISIA
PUTRA, yang mana semula namapemohonsebagai ayah tertulis TRI
WAHYUDIseharusnyatertulis ALOYSIUS TRI WAHYUDI
sebagaimanaidentitasPemohon vyang tertera pada Kartu Tanda
Penduduk, KartuKeluarga, KutipanAktaKelahiran, dan
KutipanAktaPerkawinan;

- Bahwapihakkeluargatidakada yang
berkeberatanpemohonmerubahnamanyadidalamKutipanAktaKelahir
ananakPemohontersebut;

- BahwasaatiniPemohonmaupunanakPemohonberdomisili di Kota
SalatigasesuaialamatKartu Tanda Penduduk dan KartuKeluarga;

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan izinataupenetapanpengadilan
sebelum merubahidentitasnamaPemohonselakuayahpada
dokumenKutipanAktaKelahiranatasnamaanakPemohontersebutagar

dapatdigunakanuntukkepentingansekolahanakPemohonkedepannya;

Menimbang,bahwaterhadapketerangansaksitersebutpemohonmenyataka

nsemuaketerangansaksitersebutbenar;

Menimbang, bahwadipersidangan pemohon menyatakan tetap pada
dalil permohonannya dan akhirnyapemohonmenyatakantidakadahal-hal lain lagi

yang diajukan dan mohonPenetapan;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberita

acara persidanganperkaraini,
untukmenyingkatpenetapaninidianggaptelahtermuatmenjadibagian yang
takterpisahkandenganpenetapanini dan turut pula

dipertimbangkandalampenetapanini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan

tujuanpermohonanPemohonadalahsebagaimanadiuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon
ternyata pada pokoknya adalah pemohonmemohonuntukmemperolehpenetapan
agar memperbaikinamapemohonselakuayah yang
semulatertulisdalamdokumenKutipanAktaKelahirananakpemohonNomor

1581/TP/2010, atas namaGilangYudisia Putra, yang dikeluarkan oleh
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KepalaDinasKependudukan dan PencatatanSipil Kota Salatiga,

darisemulatertulisTri Wahyudidiperbaikimenjadi Aloysius Tri Wahyudi;

Menimbang,
bahwauntukmenguatkandalilpermohonannyatersebutPemohontelahmengajukan
surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampaidengan P-6 dan 2(dua)

orangsaksimasing-masingbernamaSlametTriyono dan Joni Krismanto;

Menimbang,
bahwasebelummempertimbangkanpermohonanPemohonterlebihdahulu  akan
dipertimbangkanapakahPengadilanNegeriSalatigaberwenangmengadiliperkarap
ermohonan ini sebagaimanaketentuan Pasal 118
HerzienlnlandschReglement(H.I.R.);

Menimbang,
bahwaberdasarkanalamattempattinggalpadapermohonanPemohon  dansesuai
dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas hama
Aloysius Tri Wahyudidan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas
nama Aloysius Tri WahyudiselakuKepala Keluarga
maupunsesuaiketeranganPara Saksi yang dihadapkanPemohondipersidangan,
ternyataterbuktibahwaPemohonbertempattinggal diKrajan Lor RT/RW
010/005KecamatansSidorejo Kota Salatiga, yang mana
tempattersebuttermasukdalamwilayahhukumPengadilanNegeriSalatiga,sehingg
aberdasarkanketentuanPasal 52 ayat (1) Undang-undangNomor 23 Tahun 2006
tentangAdministrasiKependudukansebagaimanatelahdirubahdenganUndang-
undangNomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 23
Tahun 2006  tentangAdministrasiKependudukan,  yang menentukan
"Pencatatanperubahan nama
dilaksanakanberdasarkanPenetapanPengadilanNegeritempatPemohon”, maka
PengadilanNegeriSalatigaberwenanguntukmemeriksa, mengadili dan
memutuspermohonanPemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan
dipertimbangkanapakahpermohonanPemohondapatdikabulkan, maka
selanjutnya dipertimbangkansebagaiberikut;

Menimbang, bahwaNama merupakan hal yang sangat penting
dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan
sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan
bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah
memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan
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yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan :Nama adalah
suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia
untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama
adalah Do’a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya
sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah

tersiratdalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya
didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan
kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya

adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting,
mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur
hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan

dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan
sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa
nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai denganapa
yang tercatatdidalamdokumen — dokumenkependudukannya, dalamhalininama
yang telah diberikan oleh orang tua dan tercatatdalamdokumen—
dokumenmilikpemohon(vide, bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5) namun nama tersebut
ternyata berbeda dengan nama pemohon sebagaiayahdalam dokumen
KutipanAktaKelahiranatasnamaanakpemohonGilangY udisia
Putrasebagaimanatertulisdalambuktisurat P-4,namaPemohonselaku ayahtertulis
Tri Wahyudi;

Menimbang,
bahwaketentuanmengenaiperubahannamasecaralimitatifdiaturdidalam  Bagian
KesembilanPencatatanPerubahan Nama dan Perubahan Status
KewarganegaraanParagraf 1 PencatatanPerubahan Nama Pasal 52 Undang-
UndangNomor 23 Tahun 2006
tentangAdministrasiKependudukansebagaimanatelahdirubahdenganUndang-
undangNomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 23
Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan, yakniPerubahan Nama
merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka
17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang
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dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan
anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan

status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa
perubahan nama vyang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk
memperbaikinamaPemohonselakuayahsebagaimanasemulatertulisnamaPemoh
on Tri WahyudidalamdokumenKutipanAktaKelahirananakPemohon
(sebagaimanabukti P-4) agar namaPemohonselakuayahdapat ditulissesuai
dengan dokumen-dokumen lain milikPemohonyang adasebagaimanabukti P-1
yaknifotokopisesuaiasliKartu Tanda Pendudukatasnama Aloysius Tri Wahyudi,
bukti P-2 berupafotokopisesuaiasliKartuKeluargaNomor 3373010605090007
atasnamakepalakeluarga Aloysius Tri Wahyudi, buktiP-
3berupafotokopisesuaiasliKutipanAktaPerkawinanNomor3373-KW-18012017-
0003atasnamaAloysius Tri WahyudidenganNeni Sumarni,bukti P-5 fotokopi
Kutipan Akta KelahiranNomor : 474.1/5029/Disp/1988atas namaAloysius Tri
Wahyudi, yang mana membuktikanbenarnamaPemohonadalahAloysius Tri
Wahyudi, dimanaterhadapbuktisurat P-1, P-2, P-3, dan P-5yang tertulis pada
semuadokumenkependudukandiatasdikeluarkan oleh instansi yang samayakni
Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka dengan
pertimbangan tersebut agar tidak menimbulkan ketidaktertiban dalam identitas
administrasi kependudukan, begitupula kedepannya agar tidak terdapat
kesulitan didalam pengurusan dokumen lainnya adalah hal yang layak jika
Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama

pemohonselakuayahdarianaknyatersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh
dipersidangan ternyata  permohonan  Pemohon tersebut  didukung
denganalatbukti surat sebagaimanabukti P-1  sampaidenganbukti P-
6sebagaimanadiuraikandiatas,ternyataterbuktifaktahukumdariseluruhbuktiterseb
utdiatasmemangbenarnamaPemohonselakuayah seharusnyaditulisdengannama
: Aloysius Tri Wahyudi;

Menimbang, bahwaterungkap pula fakta
hukumdipersidanganberdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang
dihadirkan oleh Pemohon yakni SaksiJoni KrismantodanSlametTriyono, yang

pada pokoknya keduasaksitersebutsama menerangkan bahwa
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sepengetahuanPara Saksi, namapemohonyang benaradalahAloysius Tri
Wahyudi;

Menimbang, bahwaterbukti pula
faktahukumberdasarkanketerangansaksi-saksibahwasannyaPemohonpergike
Kantor DinasKependudukan Dan PencatatanSipil Kota
Salatigasaatinidimanatempatpemohonmaupunanaknyaberdomisiliuntukmerubah
atau membetulkannamapemohonselakuayahdarianaknya pada
dokumenanakpemohontersebut,

akantetapiPemohonmendapatpenjelasanharusterlebihdahulumemperolehpeneta

pandariPengadilansebagaimanaperintahundang-undang dan
dipersidangansaksi-saksi yang dihadirkanPemohon pada
pokoknyamenerangkanoleh karena namapemohon ditulisberbeda
dalamdokumenanakpemohonsebagaimana tertulisdalam

KutipanAktaKelahiranatasnamaanakPemohonGilangYudisia Putra(vide bukti P-
4) yang diterbitkan oleh DinasKependudukan dan PencatatanSipil Kota Salatiga,
makasaatiniPemohon sangat memerlukan izinatauPenetapanPengadilan
sebelum merubahidentitasnamaPemohonselakuayahpada

dokumenanakPemohontersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnyaberdasarkan Pasal 71Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undang-
UndangRepublik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang menyebutkan
“PembetulanAktaPencatatanSipilhanyadilakukanuntukakta yang
mengalamikesalahantulisredaksional” sedangkan didalam Penjelasan Pasal
70Ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
tentangPerubahan Atas Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukandisebutkanyang dimaksuddengan
"kesalahantulisredaksional”, yaitu berupa kesalahanpenulisanhuruf

dan/atauangka;

Menimbang,  bahwadariuraianfaktadiatasmenurutpandangan  Hakim
permohonanPemohontidakbertentangandenganundang-
undangmaupunnormakesusilaan, kepatutan dan adatistiadat, oleh
karenaitucukupberalasanuntukmengabulkanpermohonanPemohonsebagaimana
petitum ke-2 yang dimohonkannyadenganperbaikan yang

tercantumpadaamarPenetapandibawah ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pidt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenapetitum ke-3
permohonanPemohontelahsahdicoret, makaterhadappetitum ke-

3tidakakandipertimbangkanlebihlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-

4sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa di dalamUndang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undang-UndangRepublik
Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
disebutkan bahwa yang
dimaksudAdministrasiKependudukansebagaimanaPasal 1 angka 1
adalahrangkaiankegiatanpenataan dan penertibandalampenerbitandokumen
dan Data KependudukanmelaluiPendaftaranPenduduk, PencatatanSipil,
pengelolaaninformasiAdministrasiKependudukansertapendayagunaanhasilnyau

ntukpelayananpublik dan pembangunansektor lain;

Menimbang, bahwaselanjutnyadalamPasal 1 angka 8
disebutkanbahwaDokumenKependudukanadalahdokumenresmi yang
diterbitkan oleh InstansiPelaksana yang
mempunyaikekuatanhukumsebagaialatbuktiautentik yang

dihasilkandaripelayananPendaftaranPenduduk dan PencatatanSipil;

Menimbang, bahwa selanjutnyamengenai tata
carapendaftaranperubahanidentitasseseorang ternyata
secaralimitatifdiisyaratkandalamPasal 52 Undang-UndangRepublik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukanJoUndang-
UndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas
Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

tentangAdministrasiKependudukan yang pada pokoknyadisebutkan:

Ayat (2)
PencatatanperubahannamadilaksanakanberdasarkanpenetapanPengad

ilan Negeri tempatPemohon;

Ayat (2) Pencatatanperubahannamasebagaimanadimaksud pada Ayat (1)
wajibdilaporkan oleh pendudukkepadainstansipelaksana  yang
menerbitkanaktapencatatansipil  paling lambat 30  (tigapuluh)
harisejakditerimannyasalinanpenetapanpengadilan negeri oleh

penduduk;
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Ayat (3) Berdasarkanlaporansebagaimanadimaksud pada ayat (2),
PejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggir pada register
aktaPencatatanSipil dan kutipanaktaPencatatanSipil. Dan
lebihlanjutditentukan pula di dalamPasal 53 PeraturanPresiden Republik
Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan dan

TataCaraPendaftaranPenduduk dan PencatatanSipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan
atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus
dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan

segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwaberdasarkanbuktisurat P-4berupaFotokopi Kutipan Akta
KelahiranNomor : 1581/TP/2010, atas nama GilangYudisia Putra, yang dikeluarkan
oleh KepalaDinasKependudukan dan PencatatanSipil KotaSalatigayang
dihubungkandenganbukti  surat P-1, P-2, dan P-5atasnamaAloysius Tri
WahyudiataunamaPemohondidapatkan fakta hukumbahwaPemohon dan
anaknyatercatatdalamadministrasikependudukansebagaipenduduk ~ Kota  Salatiga,
sehinggadatabase / data kependudukannyaada di Dinas Kependudukan dan

PencatatanSipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwadengantelahdikeluarkannyaUndang-undangNomor : 23
Tahun 2006
tentangAdministrasiKependudukansebagaimanatelahdirubahdenganUndang-
undangNomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun
2006 TentangAdministrasiKependudukan,
dimanaadministrasikependudukantelahdalamdatabasenasional dan  menggunakan
teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang
memudahkanpendudukmencatatkan/melaporkanperistiwapentingtermasukperubahann

amamaupunidentitaslainnya dan terbuktipemohonbertempattinggal/berdomisili  dan

tercatatdalamdatabasesebagaipenduduk Kota
SalatigasertadimanatempatperubahannamapemohonpadaKutipan Akta
Kelahirananakpemohonterjadi, maka

dengandemikianpejabatpadainstansitersebutmemilikikewenanganuntukmelakukanperu
bahanperistiwapenting itu;

Menimbang, bahwasebagaimana pertimbangan diatasmaka
diperintahkankepadapemohonuntukmelaporkanperubahanidentitasnamaPemoh
onselakuayahsebagaimanatertulisdalamdokumenatasnamaanakpemohonterseb

utkepada Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota
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SalatigasejakditerimanyasalinanpenetapanPengadilan  NegeriSalatiga  yang
telahberkekuatanhukumtetap, untuk selanjutnya sebagaimanaperintahUndang-
undangberdasarkankewenangannyadiberiizinkepadaPejabatPencatatanSipilunt
ukmencatatperubahannamapemohontersebutselakuayahdari anaknya yang
semulatertulisberbedadengandokumenkependudukanPemohondirubahmenjadiy
ang
sesuaidalamdokumenatasnamaanakPemohondenganmembuatcatatanpinggirda
lambuku Register Akta PencatatanSipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan
Sipll, maka dengandemikian petitum ke-
4patutuntukdikabulkandenganperbaikanyang
tercantumpadaamarPenetapandibawah ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2dan ke-4 permohonan pemohon
dikabulkan, makaselanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182
HerzienindlandschReglement (H.l.R.), sebagaimanadimohonkanolehPemohondalam
petitum ke-5permohonanPemohon, maka segalabiaya yang timbuldalampermohonan
ini dibebankankepadaPemohonyang jumlahnya akan ditentukandalamamar penetapan
ini;

Menimbang,
bahwadengandemikianberdasarkanseluruhuraianpertimbanganhukum di atas,
makadalamhaliniPengadilan Negeri Salatiga / Hakim in
cassuberpandanganpermohonanPemohoncukupberalasanmenuruthukum dan
atautidakbertentangandenganhukum,
sehinggapermohonanPemohontersebutcukupberalasanuntukdikabulkanseluruh
nya dengansedikitperbaikanredaksionalseperlunya, maka dengandemikian

petitum ke-1patutuntukdikabulkan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek),Pasal 52Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
jo.Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
tentangPerubahanAtas Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun
2006 tentangAdministrasiKependudukan serta peraturan perundangan lainnya

yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkanpermohonanpemohon;
2. Memberiizinkepadapemohonuntukmengubahnamapemohonselakuayahdal

amKutipan Akta Kelahiran anakpemohonNomor :1581/TP/2010, yang
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dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan PencatatanSipil KotaSalatiga,
tertanggall0 Juni 2010 vyang semulatertulisdengannama :TRI
WAHYUDImenjadiALOYSIUS TRI WAHYUDI;

3. Memerintahkankepada Pemohonuntukmelaporkankepada Kantor
DinasKependudukan dan PencatatanSipil Kota
Salatigasetelahmendapatturunanresmipenetapanini yang

telahmempunyaikekuatanhukumtetap agar perubahannama Ayah pada
AktaKelahiran Anak Pemohontersebutdicatatdalam  register  yang
disediakanuntukitu dan mencantumkannya padacatatan
pinggirsebagaimanatersebutdalamAktaKelahiranNomor : 1581/TP/2010,
yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan PencatatanSipil
KotaSalatiga, tertanggal10 Juni 2010;

4. Membebankansegalabiaya yang timbuldaripermohonaninikepadaPemohon
yang sampaihariiniditetapkansejumlah Rp.130.000,00

(seratustigapuluhribu rupiah);

Demikianlahditetapkan pada hariiniRabu, tanggal9 Februari2022,
olehAnggiMahaCakri, S.H., M.H.selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan
KetuaPengadilan Negeri SalatigaNomor 11/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 26
Januari2022, Penetapantersebutdiucapkandalamsidang yang

terbukauntukumum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan

dibantuoleh :Sri TeguhWaluyo, S.H,
selakuPaniteraPenggantipadaPengadilanNegeriSalatigaserta dihadirioleh
Pemohon

PaniteraPengganti, Hakim,

Sri TeguhWaluyo, S.H., Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.
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PerincianBiaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Proses : Rp. 50.000,00
PNBP : Rp. 10.000,00
Sumpah : Rp. 20.000,00
Meterai : Rp. 10.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp.130.000,00 (seratustigapuluhribu rupiah);
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